
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.825, 2014 KEMENKES. Kesehatan. Anak. Upaya.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

UPAYA KESEHATAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,
sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan anak
secara terpadu, menyeluruh, dan
berkesinambungan;

b. bahwa upaya kesehatan anak merupakan tanggung
jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi,
pemerintah daerah kabupaten/kota dan melibatkan
peran serta masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Upaya Kesehatan Anak dengan
Peraturan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
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2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5063);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996
Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3637);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012
tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang
Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
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Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG UPAYA
KESEHATAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah seseorang yang sampai berusia 18 Tahun, termasuk
anak yang masih dalam kandungan.

2. Bayi Baru Lahir adalah bayi umur 0 sampai dengan 28 hari.

3. Bayi adalah anak mulai umur 0 sampai 11 bulan.

4. Anak Balita adalah anak umur 12 bulan sampai dengan 59 bulan.

5. Anak Prasekolah adalah anak umur 60 bulan sampai 72 bulan.

6. Anak Usia Sekolah adalah anak umur lebih dari 6 tahun sampai
sebelum berusia 18 tahun.

7. Remaja adalah kelompok usia 10 tahun sampai berusia 18 tahun.

8. Anak dengan Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan
fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama,
yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya
dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi
penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

9. Upaya Kesehatan Anak adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian
kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan
berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat
kesehatan anak dalam bentuk pencegahan penyakit, pengobatan
penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah, pemerintah
daerah dan/atau masyarakat.

10. Manajemen Terpadu Balita Sakit yang selanjutnya disingkat MTBS
adalah suatu pendekatan yang terintegrasi/terpadu dalam
tatalaksana balita sakit dengan fokus kepada kesehatan anak berusia
0-59 bulan secara menyeluruh di unit rawat jalan fasilitas pelayanan
kesehatan dasar.

11. Kekerasan terhadap Anak yang selanjutnya disingkat KtA adalah
semua bentuk tindakan/perlakuan yang menyakitkan secara fisik,
psikis, seksual atau penelantaran, yang mengakibatkan atau dapat
mengakibatkan cidera/kerugian nyata terhadap kesehatan anak,
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kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat
anak.

12. Kader adalah setiap orang yang dipilih oleh masyarakat dan dilatih
untuk menangani masalah-masalah kesehatan perorangan atau
masyarakat serta bekerja dalam hubungan yang amat dekat dengan
tempat-tempat pemberian pelayanan kesehatan.

13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahaan,
Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di
bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan Upaya Kesehatan Anak bertujuan untuk:

a. menjamin kelangsungan hidup anak yang diutamakan pada upaya
menurunkan angka kematian Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita;

b. menjamin tumbuh kembang anak secara optimal sesuai dengan
potensi yang dimiliki;

c. melibatkan partisipasi Anak Usia Sekolah dan Remaja di bidang
kesehatan;

d. menjamin terpenuhinya hak kesehatan anak dengan memperhatikan
siklus hidup;

e. menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi
Anak dan Remaja;

f. mempersiapkan menjadi orang dewasa yang sehat dan produktif, baik
sosial maupun ekonomi;

g. menjamin agar Anak Usia Sekolah dan Remaja mendapatkan
pendidikan kesehatan melalui sekolah maupun luar sekolah;

h. memberikan perlindungan kepada Anak dalam memperoleh pelayanan
kesehatan yang bermutu, aman, dan bermanfaat ; dan

i. memberikan kepastian hukum bagi Anak, orang tua/Keluarga, tenaga
kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini, meliputi Upaya
Kesehatan Anak dengan pendekatan pemeliharaan peningkatan kesehatan
(promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit
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(kuratif), dan pemulihan penyakit (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara
menyeluruh terpadu dan berkesinambungan.

BAB II

PENYELENGGARAAN KESEHATAN ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Upaya Kesehatan Anak dilakukan sejak janin dalam kandungan
sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.

(2) Upaya Kesehatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui pelayanan:

a. kesehatan janin dalam kandungan

b. kesehatan Bayi Baru Lahir;

c. kesehatan Bayi, Anak Balita, dan Prasekolah;

d. kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja; dan

e. perlindungan kesehatan anak.

Pasal 5

(1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah
kabupaten/kota menjamin ketersediaan sumber daya kesehatan,
sarana, prasarana, dan pembiayaan penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Anak.

(2) Dalam menjamin penyelenggaraan Upaya Kesehatan Anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota harus menyusun
rencana kebutuhan secara berjenjang.

(3) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Anak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dilaksanakan, dicatat, dan dilaporkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan Janin dalam Kandungan

Pasal 6

(1) Pelayanan kesehatan janin dalam kandungan dilaksanakan melalui :

a. pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai asupan
gizi seimbang, perilaku hidup bersih dan sehat, dan
penyalahgunaan zat adiktif selama kehamilan;

b. pemeriksaan antenatal pada ibu hamil; dan


